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BAB V
BEBERAPA ASPEK TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI LANCANG

A. Tinjauan Dari Segi Manfa'at Dan Madarat Adanya Jual

Beli Lancang

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah
diketahui bahwa dalam praktek jual beli secara lancang
yans dilakukan oleh warga masyarakat Desa Samberan ter-
dapat manfa'at-manfa'at bagi pihak-pihak yang bersang-
kutan, terutama bagi pemilik barang dan pembelinya.

Adapun manfa'at bagi pihak pemilik barang di
antaranya adalah:

1. Lakunya barang dagangan milik pemilik yang sedang
meninggalkan tempat atau kios ya, menguntungkan bagi
dia, karena barang dagangannya menjadi berkurang,
sehingga stok lama berkurang dan ia bisa mengxganti-
kan dengan yang baru. :

2. Meskipun pemilik barany tidak berada di tempat dia
mendapatkan keuntungan dari hasil jual bell yang
teleh dilakukan olenh tetangganya.

Dengan demikian wusaha pemilik barang <:rdagangan
yang ingin menambah penghasilan keluar,a dengan cara
ber jualan menjadi lancar.

Sedangkan manfa'at bagi pilhak pembeli adalah



keinginannya untuk membeli barang ¥ang dibutuhkan ter-
sebut dapat menjadi terpenihi tanpa harus menunggu pe-
miliknya kembali. Kalau kebetulan pembeli itu tidak

mendesak, maka tentunya tidak ada pengeruhnya antara me-
nunggu pemilik datang atau tidak. Namun kalau kebetulan
pembeli itu sangat mendesak maka sikap daril penjual
lancang yang mau menjualkan barang tersebut tentu sangat
permanfaat baginya, aengan demikian baik pemilik barang
maupun pembeli sama-sama meperoleh keuntungsi dari jual
beli lancang itu. Hel ini sesuai dengan firman Allan di

dalam surat Al-Maidah (5) ayat ¢ yan, overbunyi :
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"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan tagwa
dan janganlah bertolong-menolong dzlam berbuat
dosa dan pelanggseran. (Al-Qur'an (5) : 97)."
Sedangkan mengenai madarat dalam jual oeli lancang
ini hanya bersifat kemungkinan-kemungkinan belaka yang
sewaktu-waktu dapat terjadi, yaxni jiaka harga Jjual
tidek sesuai dengan harga pembelian sebeliumnya, sehingga
hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada pemilik, se-
benarnya pemilik barang menginginkannyea di jual seharga
RP. 350,- tapi dijual dengan harga Rp. 325,- sedang
harga belinya dulu Rp. 300,- Dalsm hal demikian ini bi-
asanya pemilik tidak menjaai marah karena masih men-
dapat laba sebesar Rp. 25,-.

(Wawancara dengan ibu Tutik, ibu Warisih, ibu watini,
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tanggal 19 Desember 1997).

Selama penyusun mengadakan penelitian ini
penyusun Dbelum pernah menjumpai ataupun mendapatkan
informasi tentang madarat atau kerugian-kerugian. ,
berarti yang diderita oleh orang-orang yang ber-
sangkut-paut dalan masalah’ jual beli lancang ini, baik
oleh pemilik barang, penjual maupun pembelinya sendiri.
Disamping itu penyusun juga tidek melihat perselisihan
di antara mereka tentang hal itu. |

Hal-hal diatas terjadi ketika pemilik tidak
menberi 1izin untuk ménjualkannya atau menjaga barang
dagangannya saja, lalu terjadilah jual beli, maka
pemilik akan menerima segala resiko dari jual beli
tersebut. Hal ini sesuai dengan qaidah :
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"Ridla dengan (menyerahkan) sesuatu maka harus
ridla dengan segala resiko yang terjadi dari se-
suatu itu. (As-Suyuti, : 97)

Apabila kita perbesndingkan antara madarat dan
manfa'at jual beli lancang itu ternyata man;;;z;§aajauh

lebih Dbanyak dibanding dengan madaratnya baik bhagi

pemilik barangnya, penjual maupun pembelinya.



B. Tinjauan Terhadap Status Penjual Lancang Dan Terhadap

Transaksi Jual Belil Yang Dilakukannya

1. Tinjauan Terhadap Status Penjual Lancang

Untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap transaksi jual beli lancang, maka terlebih
dahulu penyusun akan membahas bagaimana atau apa
status penjual lancang.

Dalam hubungannya dengan pembeli, maka orang
yang menjualkan barang bukan miliknya kepada pembeli
itu sudah jelas yakni sebagal penjual baik  pembeli
mengetahui barang yan, dibelinya bukan milik penjual
tersebut atau tidak mengetahui. Yang akan ' penyusun
bahas adalah status penjual tersebut dalam hubungan-
nya dengan pemilik barang apakah ia bisa digolong -
kan sebagal wakil dari si pemilik atau yang 1lain -
nya.

Sebasgaimana telah diuraikan sebelumnya bsahwa
menurut kebiasaan Yyang terjaedi di Desa Samberan,
masing-masing pihak yang tersangkut dengan jual beli
lancang memperoleh keuntungan terutama - peéemilik
barang dan pembeli. Selama mengadakan , .penelitian
penyusun memperoleh data bahwa pemiiik bearang yang
ketika ia tinggalkan barang dagangannya, barang itu

di jualkan oleh temannya (penjual 1lancang) dan
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setelah ia kembali ke kios:.atau tempat ia berjualan
lalu ia mendapat laporan dari penjual lancang yang
telah menjual barang miliknya tanpa izinnya pemilik
tersebut selalu mengizinkannya bahkan .mengucapkan
terima kasih. Dari tenomena diatas penyusun me-
mandang bahwa status dari penjual lancang 1itu bisa
dimasukkan sebagai wakil dari pemilik barang, karena
pemberian izin yang datang kemudian 1itu mempunyai
perwakilan yang datang sebelumnya. Sesual dengan

qaidah yang berbunyi :

e LAY a5 Loy

"Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukum-

nya dengan perwakilan yang telah dilakukan le

bih dahulu. (Rahman, 1976 1 : 21).

Selain itu sejak penjual bertindak menjualkan
barng milik sesamanya yany tidak berada di tempat -
nya tersebut ia telah verniat mengganti kedudukan
pemilik barang yakni menolong menjualkan barang
dagangannya kepada pembeli.

Dari pendekatan-pendekatan di atas maka
penyushn memandang bahwa penjual lancang dalam
hubungannya dengan pemilik barang bisa ~dimaslkken

sebagai wakilnya.



2. Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan

Oleh Pengjual Lancang

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk
yang hidup dalam masyarakat. Sebagal makhluk sosial
dalam hidupnya saling membutuhkan antara yang satu
dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup-
nya maka mereka melakukan suatu hubungan di antara-
nya adalah melakukan transaksi jual bell.

Dalam melakukan transaksi jual bell hendaknya
mengetahuli dasar hukum dan ilmu-ilmunya agar di
dalam pelaksanaan jJual beli nanti terhindar dari
kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan fdikum
syara'.

Dasar hukum jual beli telah dijelaskan dalam
Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat : 275
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"Allan telah menghalalkan jual Dbeli dan meng

haramkan riba. (Al-Qur'an (2) : 69).

Dalam pelaksanaannya jual beli bisa sah apabila
telah memenuhl rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun dalam jual beli meliputi:

a. Subyek aqad (Penjual dan pembeli)
b. Sigat aqad (ijab qabul antara penjual dan
pembeli)

c. Obyek aqad (barang dan uang)



masing-masing rukun tersebut memiliki persyaratan

tertentu.

ad.a. Subyek aqgad
1. Mempunyal kecakapan bertindak

2. Keduanya melakukan aqad secara rela

ad.b. Sigat aqad
Adapun syarat untuk sigat aqad adalah:
1. Adanya persesualan antara ijab dan gqabul
pada suatu obyek aqgad.
2. Adanya persesuaian hubungan antara ijab dan

qabul dalam satu majlis

ad.c. Obyek agad
Obyek agad harus memenuhi syarat-syarat
sebagal berikut:
1. Sucl barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan
4. Dapat diserahkan
5. Dapat diketahui barangnya
6. Barang (obyek) yang diagadkan ada di tangan
Begitu Juga hendaknya dalam mengadakan perjan -
jian sebaiknya dituliskan atau memakai saksi agar
dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

misalnya penipuan, dan sebagainya dan untuk meng-



hindari perselisihan di kemudian hari. Untuk men-
cegah hal-hal yanyg seperti itu Allah SWT. Berfirmean

dalam surat Al-Baqgarah ayat 282 :
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"Hai orng-orang yang beriman: Apabila kamu: ber-
mu'amalah tidak secars tunal untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
(Al-Qur'an 2 :44 ).

Juga firmen Allah dalsm surat Al Bagarah ayat 282,

berbunyi :
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"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli",
(Al-Qur'an 2 :44 ).

Dari hasil pemelitian bahwa dalam jual ‘belil
lancang yang dilakukan oleh masyarakat Desa samber-
ran terdapat penyimpangan terhadap sistem jual ubeli
yang telah ditentukan oleh Islam yakni .:.seseorang
men jual bareng yang bukan miliknya ketika pemilik
barang tidak berada di tempat. Dalam hal yang tidak
dibolehkannya menjual milik orang 1lain dinyatakan
dalam sabda Nabi SAw, Yang diriwayatkan at-Tirmizi
dari Hakim bin Hizam :

s (palle il R SR U PR

"Rasulullah Saw. Telah melarangku menjual ‘sesu

atu yang bukan milikku (tidask ada padaku)"'".
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(At-Tirmizi, II : 351).

Namun demikian praktek jual beli semacam 1ini
tetap dilaksanakan oleh mereka dan seakan-akan su-
dah menjadi kebiasaan. Mereka mehganggap hael terse-
but sebagai perwujudan tolong-menolong diantara me-
reka karena penjual hanya membantu menjualkan barang
milik tetangganya ketika ia tidak berada di tempat
dan setelah pemilik datang penjual itu melaporkan
juak beli yang telah dilakukannya'dan akhirnya men -
dapatkan izin dari pemilik tersebut dan pen jual
tidak mempunyail niat menipu atau yang lainnyas,
kecuali niat baik.

Mengenai Bai' al-fuduli ini ulama' berbeda pen-
dapat, namun disyaratkan apabila pemilik mengizink
kan, Jjika tidak maka jual belil tersebut menjadi
fasakh. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut di
perbolehkan. Sedang Imam Abu Hanifah membedakan
antara menjual dan membeli. Beliau berkata boleh
dalam hal menjual, namun tidak boleh dalam hal
membeli. Keduanya menggunakan dalil Hadis riwayat
Urwah al-Bariqi. Kalau Imam Asy-Syafi'l mencegah
jual beli seperti di atas bailk dalam hal menjual
maupun membeli, dengan menggunakan dalil Hadis yang
melarang seseorang menjual barang yang tidak ada
padanya. Pendapat ini dikutip oleh Ibn Rusyd dalam

kitabnya Bidayah al-Mugjtahid.(Ibn Rusyd, I1:129-13%0)



Dalam nel ini penyusun lebih cenderung pada
pendapat Imam kalik, karena dalam hadis riwayat
Urwah itu terdapat dua perbuatan iancang, sedang
habi tidak merinci antara Keacuanya baik dalam hal
men jual maupun membeli secars lsancang.

Delam kitsb Al-iuhazab dikatekan :"Tidak boleh
men jual barang yang tidak dimiliki tanpa izin pe-
milik sah sesuai dengan naais riwayat Hakim bin
hizaam, dan karena barang yarg tiaak aimiliki itu
tidek bisa aiserahkan.

(abi Ishak Ibrenhim, I : 262).

kenanggepi pendapat terseput menurut penyusun
celum tentu barang yang tidak dimiliki itu tiaak
bisa diserahkan.

Seperti halnya mengenai jual veli Jual Dbeli
tarang yang tidak ada ( (Bdgg\/%% ), nal ter-
sebut diperbolehkan selagi tidek ada garar di
dalamnya, seperti jual beli secara melalui pesanan
yang dalam istilah figh disebut Bei' As-Salam.

Nabi membolehkan jual beli tersebut karena telah men-
jadi adat warga madinah.

kelu Dari contoh tersebut penyusun berpendapat
kalau Bai' &l-Ma‘'dum diperbolenkan selagi tidek ada
garar didalamnya, maka demikien juga tentunya
dengan Bai' al-Fuduli.

Untuk memecahkan persoalan daiatas penyusun



menggunakan dalil istihsan, dimana jual belil yang
secara teori tidak diperbolehkan dalam hukum Islam
akan tetapi jual beli tersebut dari segi isinya
menimbulkan beberapa manfaat yang menguntungkan bagi
pihak-pihak yang versangkut paut didalamnya.

Di samping itu menggunakan azas maslahah karena
dengan adanya jual beli lancang itu mendatangkan
kemaslahatan. Sebagaimana telah aisebutkan dalam

qaidah Fighiyyah :
A=\ ad C.n S
"Hukum itu mengikutil kemaslahatan yang terkuat"
( Asmuni A. Rahman : 71 ). ..
s - o
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"Perguliran hukum karena perguliran tempat dan
waktu"
Pengertiannya adalah: Hukum itu bergulir menurut kee
adaan maslanah dan perkembangannya. Sedang maslahah
itu bergeser dan berkembang bersama dengan bergeser-
nya tempat dan berkembangnya waktu. Hal itu seperti
hukum yang ditetapkan berdasarkan kebi jaksanaan
pemerintah. Ada gqaidah berbunyi:
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"Kebi jaksanaan pemerintah untuk rakyatnya itu
bergantung pada kemaslahatan."

(Syechul Hadi Permono, 1994 : 23).
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Juga mengingat °~ jual bell itu sudah menjadi

kebiasaan masyarakat maka hal itu bisa dijadikan

P CH IS WA

"pdat kebiasaan itu dapat menjadi suatu ke-

sandaran hukum sesuai dengan :

tetapan hukum." (As-Suyuti : 63).

Selain itu kalau dilihat dari status penjual
lancang itu sebagai wakil pemilik barang maka jual
beli itu dianggap sah.

Pada dasarnya seseorang tidak boleh mentasaruf
kan harta/hak orang lain tanpa seizinnya, yang oleh
karenanya ada orang yang bertindak demikian maka
tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan
sekaligus hukum dari tindakan itu tidak berlaku
bagi si pemilik harta’/hak tersebut kecuali apabila
xemudian ia mengi jinkannya.

Sebagai contoh apabila seseorang menjual harta
orang lain tanpa seizin pemiliknya, kemudian penjual
tersebut memberiyahukan kepada pemiliknyas dan se-
lanjutnya pemilik harta itu mengizinkannya maka
jual beli dianggapnya sah.(Asmuni A. Rahman : 21).

Dalam nubungannya dengan masalah ini ada sebuah

riwayat dari Urwah al-Bariqi :
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"Rasulullah Saw telah mengutus aku untuk membeli
seekor domba dengan uang a satu dinar, meka



saya membeli dua ekor domba, lalu aku kembali ke-
pada Nabi Saw dengan menbawa seekor domba dan
satu dinar, beliau lalu diberitahu tentang per-
kara tadi beliau bersebda: '"Semoga Allah mem-
berkahi jual belimu."
(DR. Mustofa al-Baga, 1%98 : 130).
Dari ucapan Nabi yang teraknir, yaitu :
4 ' T . .
(,)u-£ Agop b ‘Q{\J menun jukkan bahwa  Nabi
tidak marah asn mengizinkan perbustan Urwah.
Selain itu jusl beli terseout diatas selama ini
dilekukan secara suka rela, tanpa ada paksaan.
Artinya jual beli tersebut telah nmiemenuhil faktor
utema ateau azas aari suatu agsaa yang telahl di
tentukan oleh syara', yang aalilnya bisa Kita Jumpai
dari Al-Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat <£9:
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"jansanlan kamu saling memeken harta sesama dengan
jalan yang batil kecuali jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."
(Al-Qur'en (4) : 75).
maupun as-3unnah antara lain yang berbunyi :
AT '\
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"Sesungguhnyga jual beli itu ailakukan ates dasar
suka sama suka.'" (Ibnu Majah II : 737).
Dari pendekatan-pendekatan ai atas maka, jual beli

lancang di Desa Samberan dapatlah ditolerir dan di

anggap sah.



